PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda ll), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman https://web disdik.klaten.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR :400.3.2/564 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/1353/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI III KEMUDO

Menimbang :

Mengingat

KECAMATAN PRAMBANAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

—

a.

bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan
Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi III Kemudo yang
beralamat di Gunung Ampo, Kemudo, Prambanan, Klaten
tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor
10/TKP III.Kmd/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025;

.bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan

lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah
memenubhi ketentuan yang berlaku;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979

tentang Kesejahteraan Anak;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen Ini telah ditandatanganl secara elektronik menggunakan senifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balal Besar Sertifikasl Elektronik (BS1E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah;

o. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang i?cndirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar
dan Jenjang Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar
Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Penerapaan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan
Pembelajaran;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

Dokumen Ini telah ditandatangani secara elekironlk menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balal Besar Sertifikasl Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandl Negara (BSSN).



13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten:

14, Surat Edaran  Sckretaris  Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26

Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan
Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten Nomor 421.0/1353/11/2011 tentang
Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI IIIl KEMUDO
Tahun Berdiri : 18 Juli 1988
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Gunung Ampo, Kemudo,

Prambanan, Klaten

Penyelenggara :
Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan

satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada
Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 19 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten

Dokumen ini telah ditandatanganl secara elektronlk menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balal Besar Sertifikas| Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PRAMBANAN

DESA KEMUDOD
Kantor Desa Kemucks, Kemudo, Prambanan K Laten

SUHAT KETERANGAN PENIMRIAN

TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 11T KEMUDG
Mo 470701 11X /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:
. Amalip Rahmawati, 55 MM

Mama

Jabatan ) Kepals Desa Kemisdo

Dengan ini mencrangkan hahwa

MNama Lembaga « Taman Kanak — Kanak Pertiwi 11l Kemudo

NPSN : J3568TI

Alama : Gunungampo R1.02403 Kemudo Prambanan Klaten
Keterungan - Sudah berdin sejok Tanggal : 18 juli 988

Demikian surnt keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PRAMBANAN

DESA KEMUDDO
Eonror Desa Kemsdo, Kemudo, Pramibenan klaten

SURAT KETERANGAN
MNo; 470 708 /12X £2025

Yang bertanda tangan dibawab inl Kepala Desa Kemudo -

Narna : Amalia Rahmawnati, SE_MM
Jabatan : PJ Kepala Desa Kemudo

Dengan ini menerangkan hahwa:

Taman Kanak - Kanak Pertiwi 11T Kemudo mempunyai huas kurang lebih 300 M2
(Tiga Ratus metér Persegi ) yang terietak i Dukuh Gunungampo  RE 003

Kemudo Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten,
Gedung tersehut  mulai digunakan untuk proses belsjar mengajar ovulai wnggal |

18 Juli 1988 dengan status Hak Guna pakai. _
Kami harsp ager tanah dan Gedung tersebut dapat digunakan umuk belajar

mengajar Taman Kanak Kanak pertiwi |11 Kemuedo denpan sebaik — baiknya dan

penuh tanggung jawab
Demikian serat keterangan ini kKami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.




YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : JIn. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN
NOMOR : SKEP. 2 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025
TENTANG
PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah
satu  program  prioritas pemerintah  dalam
meningkatkan sumber daya manusia untuk
mendukung lahirnya generasi emas bangsa;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan
peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta-
peningkatan kualitas dan efisiensi operasional
lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan
Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke
Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;

c. bahwa berdasarican pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan

Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Deisar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang; .

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah
diubah beberapa kali ‘terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan
?enyelenggaraan Pendidikan,;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini; _

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta

Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSEKAN :

Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten
Klaten. ’

Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat
puluh tiga) Taman Kanak-kanalk Pertiwi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam

perjanjian kerja sama.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 2% Mei 2025




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN
DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR
SKEP23/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025
TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK
PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN
KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO

NAMA TK

ALAMAT

TK PERTIWI SOBAYAN

NGRENDENG RT 01 RW 13,
SOBAYAN, PEDAN

TK PERTIWI BANDUNGAN

JURANGPORONG, RT 04 RW 02,
BANDUNGAN, JATINOM

SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU,

3 | TK PERTIWI SEDAYU

TULUNG

KARANGMOJO RT 03 RW 07,
4 |TK PERTIWI 1 CEPER

CEPER, CEPER

KARANGMOJO RT 02 RW 07,
5 |TK PERTIWI 2 CEPER

CEPER, CEPER

JL. HANI SOEGONDO NO 05
6 |TK PERTIWI TANJUNGSARI

TANJUNGSARI, MANISRENGGO

KROGONALAN RT 01 RW 01
7 |TK PERTIWI SOLODIRAN 1

SOLODIRAN, MANISRENGGO

TK PERTIWI NANGSRI 2

MANDUNGAN RT 01 RW 01
NANGSRI, MANISRENGGO




73

TK PERTIWI BOLALI

BOLALI, BOLALI, WONOSARI

74

TK PERTIWI JELOBO II

| NGRODON, JELOBO, WONOSARI

DK TEGALDUWUR, DS WADUNG

75 | TK PERTIWI WADUNGGETAS GETAS, KECAMATAN WONOSARI,
WADUNG GETAS, WONOSARI
LUMBUNGKEREP, LUMBUNG
76 | TK PERTIWI LUMBUNGKEREP I
KEREP, WONOSARI
> s MLILIR, LUMBUNG KEREP,
77 | TK PERTIWI LUMBUNGKEREP II
, WONOSARI
KUNDEN, RT 4 RW 2, KUNDEN,
78 | TK PERTIWI KUNDEN II -
| KARANGANOM
= TLOGO KIDUL RT 15 RW 05
79 | TK PERTIWI TLOGO
TLOGO, PRAMBANAN
_ GUNUNG AMPO RT 2 RW 3
80 | TK PERTIWI IIl KEMUDO
KEMUDO, PRAMBANAN
SETUMAN RT 1 RW 7 KEMUDO,
81 | TK PERTIWI I KEMUDO
PRAMBANAN
= KEMUDO RT 2 RW 10 KEMUDO,
82 | TK PERTIWI Il KEMUDO
PRAMBANAN
S TASIKMADU RT 11 RW 3,
Gd R EER KEPUTRAN, KEMALANG
- | e e KEMALANG RT 07 RW 02
; TIWI KEMAL. .
B% JoREREIA KEMALANG, KEMALANG
o DK. CANDIREJO RT 09 RW 04,
89 (R BEEIIWL DOMPOL, KEMALANG
; AR PUCANG RT 04 RW 01
K PERTIWI TEC
&6 ¥ i TEGALMULYO, KEMALANG
; JATIWEKAS RT 05 RW 02 TANGKIL,
WI TANGKIL
87 | TK PERTIWI ot stim
PANGGANG RT 02 RW 02
88 | TK PERTIWI PANGGANG

PANGGANG, KEMALANG




NGUNUT RT 12 RW 06.

394 | TK PERTIWI SIDOWARNO 1V
SIDOWARNO, WONOSARI
SUKOREJO RT O1 RW
395 | TK PERTIWI SUKOREJO
04,SUKOREJO, WONOSARI
. A TEGALGONDO RT 03 RW 01 ,
396 | TK PERTIWI TEGALGONDO I
TEGALGONDO, WONOSARI
MADUGONDO RT 04 RW 06,
397 | TK PERTIWI TEGALGONDO II .
TEGALGONDO, WONOSARI
| DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS
398 | TK PERTIWI JETIS
. | JUWIRING KLATEN
METHUK LOR RT 05 RW 02,
399 | TK PERTIWI TEGALYOSO

TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SRR DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAMN HAIK ASASE MAMUBIA REPUBLIK INDOMESIA

NOMOR © C=12,0m.01.0:2.011 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDOMESIA

Membaca © Surat vormohonan dary Nolarisg Nachmal, digung, 1! Nomor
10/N-RY/VT1/200% Larvged 00 WLl 2005  perlhiel pormchonon
nengnaahan yayaansn yans b Lecima Lanpgal ) Decembor 2005,
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Mengingat t I Urdang-undang Nomor 16 Tanun 200! tenlang Yuyasan (Lembaran N

MNegara Republik Indonesia Tahun.2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran

N
)

Negar= Republik Indonesia Momer 4132) juncle Undang-undang Republik E{
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PERTAMA i Memberilian Pengesahan Alla Pendiian Yoyasan i-
' YAYASAN DIAN UHARMA '
NP ¢ 02.000,200.2-500.000

berkodudukan . Semarang, aesunl Akta Bomor OY tanggal 12
"Juni 2001 yang dibuat oleh llotaris Doktoxr Julinna Kartini
Soed jendro, SH berkedudukan dl temarsng dan Aktn Nomor 24
tanggal 30 Juni 2005 yang diluat olelh Notarlu Rachmat
WMiguna, SI' lLoxkedudukan di lemarang, '

KEDUA ¢ Kepulusan Menleri Hulkum dan Hak Asasi Manusla Republik Indonesia Inl
p mulal berlaku sejak langgal dilelaphan. i
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